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Abstract: Implementation of Supervision of Trawl Fishing Equipment (Trawls) in Selayar District, the use of these 

trawls which are still operating due to supervision that is not running effectively. This study aims to determine the 

Implementation of Supervision of Trawling Equipment in Selayar District, Lingga Regency. The research method 

used is a qualitative research approach with data collection techniques, namely interviews, observation, and 

documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

In this study using the theory of supervision according to Joko Widodo (2016: 94). The results of this study indicate 

that: a. the supervisors implementing the policy, the supervisors, namely the agencies and other auxiliary 

apparatus in this supervision are still not running well or have not been implemented because there are still 

fishermen who use the Trawl fishing gear, b. Standard Operating Procedures (SOP), under supervision have been 

implemented in carrying out supervision, so for this indicator it has been implemented sufficiently and is running 

according to the specified SOP, c. Financial Resources and Equipment, in this indicator there is still a lack of 

budget and some equipment is under supervision, so for this indicator it is still not sufficiently implemented 

because it is still constrained by a lack of budget, d. Schedule for Supervision Implementation, for the schedule 

itself, of course there is a special schedule but for carrying out self-monitoring sometimes it doesn't necessarily 

depend on the incoming reports, for this indicator it has also been implemented because the existing schedule is 

also in accordance with the time and reports received. Based on the research indicators, it can be concluded that 

the implementation of this supervision has not run optimally because there are still many fishermen in the Selayar 

District who use trawls. The recommendation that is needed is the implementation of supervision that should be 

carried out effectively so that there is no longer use of trawl fishing gear in Selayar District. 
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Abstrak: Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Selayar, 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) ini yang masih terus beroperasi dikarenakan pengawasan 

yang tidak berjalan efektif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga.  Metode penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  Pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Joko Widodo (2016:94). Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: a. pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, pelaku pengawasannya yaitu para 

pihak dinas dan aparatur pembantu lainnya dalam pelaku pengawasan ini masih belum berjalan dengan baik atau 

belum terlaksanakan karena masih terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela 

(Trawls) tersebut, b. Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam pengawasan sudah diterapkan dalam melakukan 

pengawasan, jadi untuk indikator ini sudah cukup terlaksana dan berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan, c. 

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, dalam indikator ini masih kekurangan anggaran dan beberapa peralatan 

dalam pengawasan, jadi untuk indikator ini masih belum cukup terlaksana karena masih terkendala dengan 

anggaran yang kurang, d. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, untuk jadwal sendiri tentunya ada jadwal khusus tetapi 

untuk melakukan pengawasan sendiri terkadang tidak tentu tergantung laporan yang masuk, untuk indikator ini 

juga sudah terlaksana karena jadwal yang ada juga sesuai dengan waktu dan laporan yang masuk. Berdasarkan 

dari indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan ini belum berjalan optimal 

karena masih banyaknya nelayan di kecamatan selayar 
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yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls). Rekomendasi yang diperlukan yaitu pelaksanaan 

pengawasan yang sebaiknya dijalan dengan efektif supaya tidak ada lagi penggunaan alat penangkapan pukat hela 

di Kecamatan Selayar.  

Kata Kunci: Pengawasan, Alat Penangkapan Ikan, Pukat Hela (Trawls) 

LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, selain memiliki keanekaragaman 

budaya juga kaya akan sumber daya laut. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-

pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut 

sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis  dan dapat dikelola untuk 

menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam kemaritiman. 

Di Indonesia masalah kelautan dan perikanan hampir setiap hari menjadi omongan atau topik 

pembicaraan  yang tidak akan habisnya, wajar mulai dari masyarakat ataupun aparatur penegak 

hukum dalam bidang perikanan ikut membicarakan terkait hal ini sebab masih terdapatnya 

pelanggaran terhadap bagian dari perikanan di Indonesia. 

Dalam permasalahan kelautan dan perikanan banyak terjadi hal yang menyimpang dari 

sector perikanan itu sendiri. Pengawasan dalam sector kelautan dan perikanan ini yang harus 

lebih ditingkatkan lagi dan harus dijalankan secara efektif dan efisien.Salah satu permasalahan 

yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini yaitu Permasalahan illegal fishing, alat 

penangkapan ikan, penggunaan kapal tanpa izin. Ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh 

aparat pemerintah. Permasalahan terkait pengawasan ini juga sudah diberlakukanya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka dari itu mempunyai tugas 

dan wewenang terhadap daerah yang berkaitan dengan pengawasan sehingga jarak antara 

masyarakat dan pemerintah yang berwenang menjadi lebih jauh.  Maka dari itu timbullah 

ketidakefisiensi terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi didaerah serta menjadi 

hambatan/kendala bagi masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan juga 

melaporkan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. 

Salah satu kabupaten  yang berada di provinsi kepulauan riau yang menjadi 

permasalahan dalam pengawasan ini yaitu kabupaten lingga. Di wilayah kabupaten lingga 

masih terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang terlarang yaitu alat 

penangkapan ikan pukat hela (trawls) yang dimana alat penangkapan ikan ini sudah jelas 

dilarang oleh menteri yang diberlakukan didalam peraturan menteri No. 2 Tahun 2015 

“Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan  Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik 

(Seine nets) diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia.  
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Wilayah di Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah dan lautan mencapai 211.772 

km2 dengan luas daratan 2.117,72 km2 (1%) dan lautan 209.654 km2 (99%), dengan jumlah 

pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau yang belum berpenghuni. 

Kabupaten Lingga terdapat 13 Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Bakung Serumpun, 

Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Kepualauan Posek, Kecamatan Lingga, Kecamatan 

Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Senayang, 

Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan 

Singkep Selatan, dan Kecamatan Temiang Pesisir. Salah satu kecamatan yang berpotensi dalam 

kelautan yaitu Kecamatan Selayar dimana hampir seluruh penduduknya tingga didaerah pesisir 

pantai dan bekerja sebagai nelayan. Terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap 

tradisional. Alat tangkap tradisional yang dimaksud disini ialah alat tangkap ikan pada 

umumnya seperi pancing, bubu, jaring, dan lain-lain.  

Di Kecamatan Selayar ini masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang 

tidak ramah lingkungan serta yang bisa merusakkan ekosistem lautnya. Alat tangkapan ikan 

yang tidak ramah ini dimaksudkan yaitu alat tangkap ikan yang terlarang seperti pukat hela 

(trawls) atau pukat harimau.Pukat hela (Trawls) ini alat penangkapan ikan yang memberikan 

dampak buruk jauh lebih dari keuntungannya. Dikarenakan penggunaan dan bentuk lubang 

jaringnya yang terbilang memiliki ukuran lubang yang kecil sehingga bisa menangkap biota 

laut seperti udang, kepiting, dan ikan-ikan. Pukat hela ini merusak ekosistem laut dikarenakan 

ikan yang ditangkap tersebut bukan ikan yang sesuai targetnya dan juga terumbu karang rusak. 

Untuk kerusakan dari penggunaan alat penangkapan ikan ini yaitu ekosistem laut seperti 

terumbu karang yang tertarik oleh alat penangkapan ikan tersebut sehingga membuat 

pergesaran dari tempatnya dan bisa juga terangkat oleh alat penangkapan tersebut. Dikarekan 

hal tersebut Pukat Hela dilarang secara hukum. 

Dari penggunaan alat penangkapan ini lah yang merusak ekosistem laut serta juga 

berdampak sangat buruk terhadap nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan 

tradisional tersebut. Maka dari itu perlunya pengawasan yang efektif dalam penanganan 

masalah kelautan ini dan juga perlunya tindakan hukum bagi pelaku tindakan tersebut. Untuk 

pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien Dinas Kelautan dan Perikanan ini harus 

bekerja sama dengan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga agar lebih cepat 

untuk melakukan penangkapan terkait nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang 

tidak ramah lingkungan tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan ini 

Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk kumpulan masyarakat yang diberi nama  

POKMASWAS.  
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Dari uraian data-data yang dituliskan oleh peneliti terdapat fenomena masalah yang 

didapatkan dari data lapangan tidak berjalan efektif pengawasan atau kurangnya pengawasan 

oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau dan cabang Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten Lingga sehingga masih banyak terdapat masyarakat nelayan di 

Kecamatan Selayar yang masih menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) ini 

karena kurangnya pengawasan langsung oleh aparat pengawasan. Adapun permasalahan yang 

diangkat didalam penelitian ini mengenai tidak adanya pembentukan POKMASWAS di 

Kecamatan Selayar sehingga kesusahan bagi masyarakat nelayan atapun masyarakat yang 

paham terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan ini untuk membuat laporan kepada 

Dinas Kelautan Dan Perikanan karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk melaporkan 

hal tersebut. 

 

KAJIAN TEORITIS 

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di 

Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, penelitian ini memperluaskan studi dari, Taufiq Ikhtiar 

Harefa(2019), Yasser Arafat(2019), Dea Ananda Pertiwi(2019), Devri Agusti(2021), Sri 

Wahyuni Sapitri (2022). Perbedaan penelitan sebelumnya  dengan penelitian ini yaitu untuk 

pelaksanaan pengawasannya ini masih belum berjalan dengan efekttif, anggaran yang belum 

memadai serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Perbedaan lainnya juga kebijakan 

terkait pelanggar juga belum terlihat jelas sehingga masih terus beroperasinya alat 

penangkapan ikan ini.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif 

adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran secara 

menyeluruh terkait pelaksanaan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan pukat hela 

(trawls) dikecamatan selayar kabupaten lingga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penagkapan Ikan 

Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat dilihat dengan 

menggunakan teori Strategi Pemantauan Pengawasan Menurut Joko Widodo (2016:94) yang 
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terdiri dari beberapa indikator yaitu: Pelaku Pengawasan Pelaksana Kebijakan, Standar 

Operasional Prosedur Pengawasan, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, Jadwal 

Pelaksanaan Pengawasan. 

1. Pelaku Pengawasan Pelaksana Kebijakan 

Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan terkait Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela 

Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga yaitu, untuk pelaku pelaksananya disini yaitu 

pengawasan di kecamatan selayar ini masih dominan dilakukan oleh para pihak Dinas dan 

aparatur Negara seperti Polisi air dan Angkatan Laut. Sedangkan untuk para nelayan tradisional 

di kecamatan selayar sendiri tidak dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Maka untuk 

indikator pelaku pengawasan disini masih Belum Terlaksana, karena tidak adanya 

pembentukan suatu kelompok pengawasan dikecamatan selayar ini sehingga masyarakat yang 

mengerti dan paham akan larangan penggunaan alat penangkapan ikan ini tidak mempunyai 

wewenang atau hak untuk melaporkan kepada pihak dinas karena mereka tidak mempunyai 

izin resmi untuk berwenang terhadap hal itu maka dari itu masih terdapatnya nelayan yang 

menggunakan alat penangkapan seperti itu di Kecamatan Selayar sendiri. 

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Cabang Kabupaten Lingga terkait SOP dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga bahwa sudah 

ada pembentukan SOPnya dan juga sudah terapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk 

alat monitoringnya juga sudah ada yaitu berupa arahan dari Atasan yang memberikan informasi 

untuk para staff melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan juga kalau dari masyarakat nelayan 

sendiri tahunya terkait bentuk pengawasan atau SOP yang diterapkan pihak dinas mereka 

hanya melihat dari apa yang tunjukkan oleh pihak dinas saja. Jadi untuk indikator SOP ini 

Sudah Terlaksana dan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.  

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan  

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, bahwa Pelaksanaan Pengawasan Terhadap 

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) DiKecamatan Selayar Kabupaten Lingga,  dalam 

inikator ini dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk anggaran atau keuangan untuk pelaksanaan 

pengawasan tersebut kurang memadai akan tetapi dari bentuk peralatan sudah cukup memadai. 

Hal inilah yang membuat para pelaksana pengawasan kesulitan untuk mengawasi secara 

langsung. Jadi, untuk indikator Sumber Daya Keungan dan Peralatan Belum Terlaksana karena 

dari sector keuangan yang belum memadai serta peralatan keamanan yang kurang seperti 

senjata dan alat pelindung diri sehingga para pihak dinas tersebut mengalami kekurangan untuk 



 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukan  

Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga 

87     MANDUB - VOLUME. 1, NO. 3, SEPTEMBER 2023 

patroli dengan efektif. Untuk saat sekarang ini belum ada pengawasan yang rutin karena 

banyak memerlukan keuangan untuk saat sekarang ini.  

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan  

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan,bahwa  Pelaksanaan Pengawasan Alat Penangkapan 

Ikan Pukat Hela Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, untuk jadwalnya sendiri masih 

bersifat tentatif atau berubah-ubah, jadi dari pihak dinas sendiri melakukan pengawasan 

tersebut sesuai dengan laporan yang masuk dan juga sesuai dengan waktu agar tidak bentrok 

ke pekerjaan yang lain dan pelaksaan pengawasan ini juga dilaksanakan setahu dua kali dalam 

peninjauan langsung. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa informan masyarakat ada yang 

pernah melihat pihak dinas meninjau dan ada juga yang hanya mendengar kabar atau berita 

saja. Untuk indikator ini Sudah Terlaksana dalam jadwal pelaksanaan pengawasannya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat ditarik 

kesimpulan atau rekapitulasi secara keseluruhan terkait pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan DKP masih berlum berjalan dengan optimal , karena masih banyaknya nelayan 

diberbagai daerah terutamanya didaerah kecamatan selayar yang tetap menggunakan alat 

penangkapan ikan pukat hela tersebut. Bahkan untuk saat ini saja pihak DKP pun belum ada 

tindak lanjut terkait permasalah kelautan dan permasalahan yang berkaitan dengan nelayan.  

Saran Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di 

Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat berjalan dengan baik. agar Untuk para pihak 

terkait hal ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat nelayan, 

serta dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasannya agar pengoperasian alat 

penangkapan ikan pukat hela ini bekurang dan bisa memperbaiki ekosistem laut. Saran lainnya 

juga dapat menambah sarana dan prasarana berupa teknologi yang canggih untuk pemantauan 

dari jauh dan bisa memudahkan untuk melakukan pengawasannya.  
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